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ABSTRAK 

 

 

MEKANISME PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN DAN POTENSI 

PAJAK TERHADAP PENGHASILAN BUMDES CAHAYA SEJAHTERA, 

DESA PADANG CERMIN, KECAMATAN PADANG CERMIN, 

KABUPATEN PESAWARAN, LAMPUNG 

 

Oleh : 

 

JONATHAN FAREL SIAGIAN 

 

 

Laporan keuangan menjadi kewajiban setiap lembaga yang menggunakan anggaran 

untuk dilaporkan secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder terkait. 

Tujuan pembuatan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya 

Sejahtera, Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten 

Pesawaran, Lampung yaitu untuk meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDes  

Cahaya Sejahtera, Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten 

Pesawaran, Lampung terkait tata kelola keuangan Bumdes; Pengurus BUMDes, 

memiliki pengetahuan baru setelah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan teknis 

dan pelatihan laporan keuangan BUMDes.  

Kata Kunci : Laporan Keuangan, BUMDES 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perbaikan transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu kunci bagi 

keberhasilan perombakan yang dilakukan pemerintah terhadap tatanan 

ekonomi publik. Perubahan era orde baru ke era reformasi menuntut 

pelaksanaan akuntabilitas publik dalam melaksanakan setiap aktivitas 

kemasyarakatan dan pemerintahan. Akuntabilitas membawa hasil sebagai 

notasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas harus dapat dituangkan dalam laporan 

pertanggungjawaban pemerintah, baik di pemerintahan pusat maupun 

pemerintahan daerah (Rizal.R & Andi.M, 2019).  

 

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor 

publik. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk 

periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. 

 

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) 

mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara menyatakan bahwa pada 

prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) 
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harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan pengelolaan keuangan 

negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan 

perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban 

(akuntabilitas pengelolaan keuangan). 

 

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 

ayat (1) menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU 

Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 67 ayat (2) 

menyatakan bahwa desa memiliki kewajiban yaitu melindungi dan menjaga 

persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka 

kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; mengembangkan 

kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan 

memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Dalam 

Pasal 87 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, BUM Desa dikelola dengan 

semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, BUM Desa dapat menjalankan 
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usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Begitupun juga sama halnya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 

dimana dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) harus adanya laporan keuangan. Dalam beberapa tahun 

terakhir, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terlalu 

memperhatikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di setiap desa, yang pada akhirnya berimbas pada kegiatan-

kegiatan usaha yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri 

di setiap daerahnya. Seperti yang kita ketahui bersama, hampir setiap Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) sering dikait-kaitkan dengan istilah “Hidup 

Segan, Mati Tak Mau”. Mengapa bisa demikian? Karena seperti yang tertulis 

diatas , bahwasanya kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintahan yang 

sekarang sudah mulai memperhatikan kegiatan-kegiatan usaha dari Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui dengan akan dijadikannya Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) ini menjadi badan hukum atau lembaga hukum yang 

memiliki kekuatan hukum layaknya badan-badan hukum atau lembaga-

lembaga hukum lainnya seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

 

Sebelum Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dapat menjadi badan hukum atau 

lembaga hukum seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diperlukannya 
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laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan) dan ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang 

diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan 

Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan 

regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, 

dimana laporan keuangan itu menjadi salah satu syarat yang diperlukan Badan 

Usaha Milik Desa (BumDes) untuk menjadi badan hukum atau lembaga 

hukum. 

 

Hingga saat ini sebagian besar masyarakat menganggap pajak bukan sebagai 

kewajiban namun sebagai beban dan ancaman yang nyata seakan- akan 

menjadi sebuah ketakutan tersendiri bila mana membayar atau dikenai pajak 

alih– alih pajak itu mengutungkan namun sebaliknya malah akan mengurangi 

penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki. Dilain pihak tingkat pendapat 

yang rendah serta minimnya pengetahuan pengetahuan masyarakat akan 

pajak merupakan factor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat 

dalam membayar pajak. 

 

Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, 

pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa segala pungutan pajak digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum guna menjalankan fungsi pemerintahan baik 

rutin maupun pembangunan. Dari pernyataan tersebut jelas adanya bahwa 

pemungutan pajak diatur oleh Undang-Undang guna memberikan kepastian 
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hukum dalam menjalankan pelaksanaan pemungutan dan adanya jaminan 

kejujuran, integritas dari petugas. 

 

Begitupun juga dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selain 

diperlukannya laporan keuangan dalam proses pembentukan badan hukum atau 

lembaga hukum, penting juga melihat potensi pajak terhadap penghasilan 

kegiatan usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mengapa kita perlu 

melihat potensi pajak dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri? 

Karena hampir 70%-80% penerimaan negara berasal dari pajak, oleh karena 

itu ketika Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sudah memiliki laporan 

keuangan dan sudah menjadi badan hukum maka dapat dikenai Pajak 

Penghasilan (PPh) Badan sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku.  

 

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk membuat judul mengenai 

laporan akhir yaitu “MEKANISME PENGELOLAAN LAPORAN 

KEUANGAN DAN POTENSI PAJAK TERHADAP PENGHASILAN 

BUMDES CAHAYA SEJAHTERA, DESA PADANG CERMIN, 

KECAMATAN PADANG CERMIN, KABUPATEN PESAWARAN, 

LAMPUNG” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis 

menyimpulkan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan 

oleh BUMDes Cahaya Sejahtera, Desa Padang Cermin, Kecamatan 

Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung? 

2. Bagaimana potensi pajak pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

BUMDes Cahaya Sejahtera, Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang 

Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam 

penulisan laporan akhir sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan laporan keuangan yang 

dilakukan oleh BUMDes Cahaya Sejahtera, Desa Padang Cermin, 

Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung sudah 

sesuai dengan PSAK atau tidak. 

2. Untuk mengetahui potensi-potensi pajak pada kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh BUMDes Cahaya Sejahtera, Desa Padang Cermin, 

Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. 
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1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Manfaat dan kegunaan penelitian laporan akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi 

mengenai mekanisme pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan 

oleh BUMDes Cahaya Sejahtera, Desa Padang Cermin, Kecamatan 

Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. 

2. Sebagai bahan evaluasi atau pertimbangan oleh BUMDes Cahaya 

Sejahtera, Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, 

Kabupaten Pesawaran, Lampung dalam hal pengambilan keputusan 

dan rencana usahanya dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pengertian BUMDes 

BumDes adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Ini merupakan 

jawaban sederhana bagi orang-orang yang kerap bertanya mengenai apa itu 

BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa 

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang 

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008).  

 

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang 

didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, 

memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, 

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

  

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibagi menjadi dua bagian 

yaitu BUM Desa dan BUM Desa Bersama. BUM Desa adalah Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) yang didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan 

Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa 
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sedangkan BUM Desa Bersama adalah Badan Usaha Milik Desa yang 

didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa 

dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUM 

Desa Bersama juga didirikan berdasarkan atas kesamaan potensi, kegiatan 

usaha, kedekatan wilayah, dan tidak terikat pada batas wilayah administratif. 

Dan juga pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain 

secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di 

Desa masing-masing.  

 

2.2 Tujuan-Tujuan BUMDes 
 

Pelaksanaan berbagai kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes (Badan Usaha 

Milik Usaha) haruslah memiliki tujuan. Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (3), BUM Desa dan/atau 

BUM Desa Bersama memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut : 

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta 

pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi 

Desa. 

2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang 

dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, 

dan mengelola lumbung pangan Desa. 

3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan 

pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat 

atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa. 



10 
 

4. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset 

Desa; dan 

5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 

Pasal (4), dalam mewujudkan tujuan BumDes sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (3) 

pengelolaan BumDes dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan dengan prinsip : 

1. Profesional 

2. Terbuka dan bertanggung jawab 

3. Partisipatif 

4. Prioritas sumber daya local, dan 

5. Berkelanjutan 

 

2.3 Fungsi BUMDes 
 

Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala 

potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya 

alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan 

Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

juga diharapkan berfungsi sebagai berikut : 

1. Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan 

umum masyarakat desa 
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2. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat 

dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. 

3. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada 

masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain 

membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa. 

4. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha 

ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan 

5. Lembaga yang mampu menjalin Kerjasama dengan lembaga-lembaga 

perekonomian desa lainnya. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai 

berikut : 

1. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa. 

2. Produksi barang dan/atau jasa. 

3. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa. 

4. Inkubasi usaha masyarakat Desa. 

5. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa. 

6. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa. 

7. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, 

religiositas, dan sumber daya alam; dan 

8. Peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa 

 

 



12 
 

 

 

2.4 Dasar Hukum BUMDes 
 

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai dasar-dasar 

hukumnya. Berikut dasar-dasar hukum yang memayungi pendirian dari 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan 

Mikro. 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa. 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 

Tentang Badan Usaha Milik Desa. 

 

2.5 Laporan Keuangan 
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2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan menurut para ahli sebagai berikut : 

1. Menurut Kasmir (2017) laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau 

dalam suatu periode tertentu. 

2. Menurut Hery (2018) laporan keuangan adalah produk akhir dari 

serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi 

bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisasi 

seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan  dan 

bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan 

keuangan yang dibuatnya. 

3. Menurut Munawir (2017) laporan keuangan merupakan alat yang 

sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan 

posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 

yang bersangkutan. 

4. Menurut Soemarso (2018) laporan keuangan adalah laporan yang 

dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar 

perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. 

5. Menurut Kristanty (2017) laporan keuangan adalah suatu kegiatan 

yang  dilakukan perusahaan dalam mengukur prestasi perusahaan 

dalam modal secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan 

perusahaan 

 

2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan 
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Penyusunan laporan keuangan terdapat tujuan-tujuan dari penyusunan 

laporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Menurut Kasmir (2017) 

mengungkapkan bahwasanya laporan keuangan memiliki tujuan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan 

modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan 

 

2.5.3 Karakteristik Laporan Keuangan 
 

Menurut Dwi Martani (2018) laporan keuangan berisikan informasi 

keuangan yang pada hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Agar 

informasi tersebut berguna bagi pemakai informasi tersebut harus 

memenuhi karakteristik kualitatif. Dengan karakteristik kualitatif tersebut, 
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informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan 

pemakai. Menurut PSAK, ada empat karakteristik kualitatif pokok laporan 

keuangan yaitu sebagai berikut : 

1. Dapat dipahami 

Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar 

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat 

dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis 

akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. 

2. Dapat dibandingkan 

Untuk dapat menganalisis trend kinerja dan melihat posisi entitas 

dalam lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan laporan 

keuangan entitas antar periode dan membandingkannya dengan 

entitas lain. Untuk tujuan perbandingan antar periode dan dengan 

entitas lain, maka pengukuran, penyajian, transaksi, dan peristiwa 

lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten antar periode dan 

konsisten dengan entitas lain. Karena pemakai ingin 

membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan antar periode, maka entitas perlu menyajikan informasi 

periode sebelumnya dalam laporan keuangan. Informasi keuangan 

harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.  

3. Relevan 

Relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam 

pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika informasi 
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tersebut memengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga 

dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini 

atau masa depan, menegaskan dan mengoreksi hasil evaluasi di 

masa lalu penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan 

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 

 

2.5.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 
 

Menurut Kasmir (2018) dalam praktiknya, secara umum terdapat lima 

jenis laporan keuangan yaitu sebagai berikut : 

1. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan 

Neraca atau Laporan Posisi Keuangan merupakan suatu laporan 

yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat 

tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Neraca 

harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan 

gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi merupakan suatu ikhtisar yang 

menggambarkan total pendapatan dan total biaya, serta laba yang 

diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Laba 

atau rugi yang dihasilkan dari ikhtisar ini menjadi bagian dari 

kelompok ekuitas dalam neraca. 

3. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menunjukkan saldo kas akhir perusahaan yang 

dirinci atas arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih 
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dari aktivitas investasi, serta arus kas bersih dari aktivitas 

pendanaan. Hasil penjumlahan ketiga kelompok arus kas tersebut 

dijumlahkan dengan saldo awal kas akan menghasilkan saldo kas 

pada akhir periode akuntansi yang dilaporkan. Saldo Kas menurut 

laporan ini harus sama dengan saldo kas yang ada dalam kelompok 

aktiva dalam neraca. Laporan ini dapat dibuat dengan 

menggunakan data dari laporan laba rugi tahun berjalan dan 

perubahan saldo akun neraca sebuah perusahaan dari dua periode 

akuntansi yang disajikan secara komparatif. 

4. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar yang menunjukkan 

perubahan modal dari awal periode akuntansi menjadi saldo modal 

akhir tahun setelah ditambah dengan laba tahun berjalan dan 

dikurangi dengan pembagian laba seperti prive dalam perusahaan 

perorangan atau dividen dalam perusahaan yang berbentuk 

perseroan terbatas. Perubahan juga bisa bersumber dari pengaruh 

koreksi kesalahan dan perubahan metode akuntansi yang 

digunakan. Laba atau rugi yang dihasilkan dari laporan laba rugi 

pada periode yang sama juga menjadi bagian dari laporan 

perubahan modal. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya memuat catatan atas 

laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum 

perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas 
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pos-pos signifikan dari laporan keuangan perusahaan. Oleh karena 

itu, dalam laporan keuangan hasil audit atau yang dipublikasikan 

secara resmi selalu terdapat catatan dibawahnya yang berbunyi 

“Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan”. 

 

2.5.5 Keterbatasan Laporan Keuangan 

 

Dalam laporan keuangan terkadang memiliki keterbatasan-keterbatasan 

dalam penyusunan laporan keuangannya. Menurut Kasmir (2017) 

keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan antara lain : 

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (histori), 

dimana data-data yang diambil dari data masa lalu. 

2. Laporan keuangan dibuat umum artinya untuk semua orang bukan 

hanya untuk pihak tertentu saja. 

3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi 

ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa menguntungkan 

selalu dihitung kerugiannya. 

5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang 

ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan 

kepada sifat formalnya. 
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2.6 Pajak 
 

2.6.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak 

merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (2019) setelah 

disempurnakan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada 

kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya 

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai public investment. 

 

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat (2019) pajak merupakan 

suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan 

yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan 

secara umum.  
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Pengertian pajak menurut Dr. N. J. Feldmann (2019) pajak adalah prestasi 

yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut 

norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adany 

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum. 

 

Pengertian pajak menurut Siti Resmi (2019) pajak merupakan suatu 

kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang 

terutang oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa dan wajib 

untuk dibayarkan. Berdasarkan dengan Undang-undang, wajib pajak patut 

untuk membayarkan sebab pembayaran pajak dengan tidak mendapat 

imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara yang 

pada akhirnya untuk kemakmuran rakyat.  

 

Dari definisi di atas, dapat diuraikan beberapa ciri-ciri pajak menurut Siti 

Resmi (2019) antara lain : 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra 

prestasi individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintahan pusat maupun 

pemerintahan daerah. 
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan 

untuk membiayai public investment. 

 

2.6.2 Jenis-Jenis Pajak 

Menurut Waluyo (2018) pajak dapat dikategorikan dalam tiga kelompok 

yaitu sebagai berikut : 

1. Menurut golongan dan pembebanan, pajak dibagi menjadi : 

a. Pajak Langsung 

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak 

lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang 

bersangkutan. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak 

lain. 

2. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi : 

a. Pajak Subjektif 

Pajak yang berdasarkan kepada subjek yang selanjutnya 

dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan 

dari wajib pajak. Contohnya adalah Pajak penghasilan. 

b. Pajak Objektif 

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya adalah 
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM). 

 

 

 

3. Menurut pemungutan dan pengelolaannya, pajak dibagi menjadi : 

a. Pajak Pusat 

Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat yang digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan 

atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea 

materai. 

b. Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak yang dikelola 

oleh pemerintah tingkat I menurut Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik 

nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah 

dan air permukaan, sedangkan pajak yang di kelola oleh 

pemerintah tingkat II atau kabupaten atau kota yaitu pajak 

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, 

pajak parkir. 
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2.6.3 Fungsi Pajak 

Menurut Siti Resmi (2019) terdapat dua fungsi pajak yaitu : 

1. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, sebagai 

pembiayaan pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan. 

2. Pajak sebagai pengatur, melaksanakan suatu kebijakan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi agar lebih makmur dan sejahtera. 

Fungsi pajak menurut Aristansi Widyaningsih (2017) terdapat lima fungsi 

pajak yaitu : 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan yang untuk pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak 

merupakan sumber penerimaaan dalam negara. 

2. Fungsi Mengatur (Regulator) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur maupun 

melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Seperti 

PPnBM untuk barangbarang mewah, hal ini diterapkan pemerintah 

dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang mewah dapat 

dikendalikan. 

3. Fungsi Stabilitas 

Fungsi ini berhubungan langsung dengan kebijakan untuk menjaga 

stabilitas harga, sehingga laju inflasi dapat meningkat. 

4. Fungsi Retribusi 
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Dalam fungsi ini lebih terlihat bahwa unsur pemerataan dan 

keadilan dalam masyarakat, karena adanya suatu lapisan tarif 

dalam pengenaan pajak. 

 

 

 

5. Fungsi Demokrasi 

Fungsi pajak yang terakhir ini lebih mengarah kepada demokrasi 

yang merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini berkaitan 

dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk 

membayar pajak 

Dari fungsi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dikatakan 

alat untuk menentukan suatu perekonomian, pajak memiliki kegunaan 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.6.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018) mengemukakan sistem pemungutan pajak 

terdiri dari tiga sistem yaitu : 

1. Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya sebagai berikut : 
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

 

 

2. Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-cirinya sebagai berikut : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada wajib pajak sendiri. 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaittu wewenang menentukan 

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain 

fiskus dan wajib pajak. 
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2.6.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2018) mengemukakan tentang tata cara pemungutan 

pajak yang dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut : 

1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih 

realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat pada akhir periode 

(setelah penghasilan riil diketahui). 

2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

Undang-undang, sebagai contoh penghasilan satu tahun dianggap 

sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah 

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 

berjalan. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3. Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan yang kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya 

pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, 

maka wajib pajak harus menambah kekurangan. Demikian pula 
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sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta 

kembali. 

 

2.6.6 Asas Pemungutan Pajak 

Asas adalah suatu yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan 

suatu masalah perpajakan. Permasalahan yang dimaksud seperti 

pemungutan pajak yang dikenakan atas harta, kekayaan maupun 

penghasilan seseorang atau badan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam 

penyusunan Undang-undang dan peraturan perpajakan dan dapat 

diperhatikan beberapa asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak 

yang dikenal salah satunya adalah “Four Common of taxation” atau “The 

four maxims” yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang 

berjudul “An inquiry in to the nature and Cause of thewealth of Nations” 

yaitu : 

1. Asas Equity (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 

keadilan)  

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang sesuai dengan 

kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Tidak diwajibkan bagi 

wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak, jika kita 

membayar pajak kepada negara maka negara akan memberikan 

manfaat kepada masyarakat. 

2. Asas Certainty (asas kepastian hukum) 

Pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan ketentuan 

Undangundang. Namun pajak bukanlah suatu asumsi, akan tetapi 
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pajak adalah untuk kepastian yang dapat memungutnya dengan 

kepastian berapa yang harus dipungut dan dibayarkan oleh wajib 

pajak. 

3. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak tepat waktu) 

Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan tidak 

menyulitkan wajib pajak, seperti wajib pajak menerima suatu 

penghasilan berupa hadiah, pada saat itulah merupakan saat yang 

tepat untuk memungut pajak. 

4. Asas Economy (asas ekonomis) 

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban wajib pajak 

yang diharapkan seminimum mungkin. 

 

2.6.7 Wajib Pajak 

Wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat 

subjektif dan objektif. Pengertian wajib pajak menurut UU RI Nomor 6 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994 

dan UU Nomor 16 Tahun 2000 yaitu wajib pajak merupakan orang pribadi 

atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 

pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Adapun pengertian 

badan menurut pengertian di atas yaitu sekelompok orang atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, BUMN atau BUMD, dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun dan bentuk lainnya. 



 
 

 

 

 

 

 

BAB III METODA DAN PROSES PENYELESAIAN 

  

 

3.1 Desain Laporan Akhir 

Pada proses penulisan tugas akhir penulis menggunakan desain laporan akhir 

bersifat deskriptif yang memiliki arti bahwa dalam proses penulisan laporan 

akhir menggunakan fakta yang sebenarnya. Fakta-fakta ini diperoleh penulis 

dari hasil observasi yang dilakukan di BUMDes Cahaya Sejahtera, Desa 

Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, 

Lampung. 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

3.2.1 Sumber Data 

Dalam menggumpulkan data tentang laporan akhir, penulis menggunakan 

sumber data sebagai berikut : 

1. Data Primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari 

objek yang diamati, digunakan untuk memecahkan masalah. Data 

primer dalam laporan akhir ini diperoleh dari wawancara dan 

dokumen-dokumen dengan pengurus-pengurus di BUMDes 

Cahaya Sejahtera, Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang 

Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung dan melakukan 
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observasi. 

2. Data sekunder adalah kumpulan berbagai data-data yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, serta berguna 

untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari 

membaca buku-buku dan artikel di internet, hal tersebut yang 

menyebabkan data sekunder sangat mudah untuk diperoleh. 

 

3.2.2 Jenis Data 

Berikut ini merupakan data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir 

antara lain : 

1. Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah suatu data yang diperoleh dari kalimat 

verbal, bukan berisi tentang angka-angka dalam proses pencariaan 

data. Contoh data kualitatif seperti gambaran langsung mengenai 

objek yang di observasi (profil perusahaan, visi, misi, bidang usaha 

perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan). 

2. Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif adalah suatu data berupa angka-angka yang 

digunakan untuk mengukur dan menghitung laporan keuangan. 

Data ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data terdapat beberapa metode yang digunakan penulis 
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sebagai berikut : 

 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara langsung, hal ini 

dilakukan penulis untuk menafsirkan masalah-masalah yang timbul 

di BUMDes Cahaya Sejahtera, Desa Padang Cermin, Kecamatan 

Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Metode ini 

diperoleh dari memeriksa dokumen yang berkaitan dengan laporan 

keuangan dan potensi pajak di BUMDes Cahaya Sejahtera. 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk menggali data-data atau 

informasi- informasi yang berkaitan dengan objek dalam penulisan 

laporan akhir. Metode wawancara dapat dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan lisan kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan seperti pengurus BUMDes Cahaya Sejahtera. 

3. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan 

mempelajari literature-literature yang terdapat di buku ataupun di 

berbagai sumber lain. 

 

 

 

 

 



32 
 

3.4 Objek Kerja Praktik 

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi penelitian ini bertempat di BUMDes Cahaya Sejahtera, Desa 

Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, 

Lampung. Waktu kerja praktik dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 

pukul 12.00 WIB dari tanggal 24 Januari – 4 Maret 2022. 

 

3.4.2 Gambaran Umum BumDes Cahaya Sejahtera 

3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes 

BUMDes Cahaya Sejahtera berdiri sejak tahun 2017 yang terletak di Desa 

Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, 

Lampung yang ditetapkan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Ibrohim Harun. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola oleh pengurus yang terdiri 

dari Badan Pengawas, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Pada 

tahun 2017 BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Cahaya Sejahtera 

mendapatkan modal awal mereka yang berasal dari dana desa sebesar Rp 

100.000.000 yang pada saat itu memulai usahanya dalam bidang usaha 

pinjaman. 
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3.4.2.2 Struktur Organisasi BUMDes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BUMDes Cahaya Sejahtera 

 

3.4.2.3 Visi dan Misi BUMDes 

Pelaksanaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Cahaya Sejahtera 

memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut : 

1. Visi menjadi lembaga usaha Desa Padang Cermin yang sehat, 

berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota 

masyarakat lingkungan dengan sepenuh hati. 

2. Misinya yaitu mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif 

ekonomi masyarakat Desa Padang Cermin, mengembangkan 

jaringan ekonomi dengan berbagai pihak dan mengelola dana 

program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam 

rangka pembangunan ekonomi perdesaan. 

PENGAWAS KOMISARIS 

KETUA 

ANGGOTA 

BENDAHARA SEKRETARIS 
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3.4.2.4 Bidang Usaha BUMDes 

Pada awal tahun berdirinya yaitu pada tahun 2017, Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Cahaya Sejahtera memiliki usaha yaitu usaha pinjaman. 

Usaha pinjaman yang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya 

Sejahtera lakukan awalnya sangat signifikan dalam pelaksanaan usahanya. 

Tetapi setelah adanya Pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia, 

usaha pinjaman ini semakin lama semakin merosot dikarenakan 

penghasilan yang diterima oleh masyarakat di desa pun ikut merosot 

karena dampak dari Pandemi Covid-19 ini.  

 

Pada tahun 2019, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Sejahtera 

kembali mendapatkan dana lagi dari desa. Setelah mendapatkan dana dari 

desa tersebut, para pengurus desa langsung membuka usaha yaitu usaha 

gas elpiji dan usaha fotocopy. Dan akhirnya usaha yang bertahan sampai 

sekarang adalah usaha pinjaman, usaha gas elpiji, dan usaha fotocopy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh penulis maka dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan laporan keuangan yang dibuat atau disusun oleh para 

pengurus BUMDes Cahaya Sejahtera, Desa Padang Cermin, Kecamatan 

Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung dapat dikatakan belum 

sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku 

di Indonesia, walaupun pada penerapan laporan keuangan yang dibuat atau 

disusun oleh para pengurus BUMDes Cahaya Sejahtera mudah dibaca atau 

mudah dimengerti oleh orang lain yang tidak paham bagaimana membuat atau 

menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Karena apabila laporan 

keuangan yang dibuat atau disusun tidak sesuai dengan PSAK (Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku di Indonesia, maka BUMDes 

Cahaya Sejahtera tidak dapat dijadikan lembaga yang berbadan hukum di 

Indonesia. Serta bila melihat dari data penghasilan yang di dapat dari usaha 

yang dilakukan oleh BUMDes Cahaya Sejahtera dapat dikatakan memiliki 

potensi pajak tetapi tidak terlalu signifikan karena apabila melihat hasil dari 

penghitungan pada bab sebelumnya potensi pajak yang dikenakan untuk 

BUMDes Cahaya Sejahtera masih tergolong sangat rendah. 
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5.2 Saran 

Penulis memberikan saran agar para pengurus BUMDes Cahaya Sejahtera, 

Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, 

Lampung melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku di Indonesia 

supaya dapat dijadikan lembaga berbadan hukum di Indonesia, serta 

meningkatkan penjualan segala jenis usaha sehingga menghasilkan profit 

yang cukup dan memiliki NPWP agar bisa menjadi Wajib Pajak. 
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